BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Menimbang

Mengingat

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7)
dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757,
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7,
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
N);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 7);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor
37);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Kewajiban Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L

G

10.
11

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelanggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
selanjutnya disebut DSPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
Bidang Sosial dan Bidang Peberdayaan Masyarakat dan Desa.
Badan Pengelolaan Ke aar B dan Aset Daerah Kabupaten yang
2 dalah Perangkat Daerah Kabupaten
yelenggarakan urusan pemerintahan

Camat adalah pu'np - kéecamatan sebagai Perangkat Daerah
yang mempunyai  wildye '%a di tingkat Kecamatan dalam
Kabupaten Barito Sdatan- '

Pemerintah Desa adalah Kepala, Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten
Barito Selatan.

Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan.

Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya di singkat BPD
adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
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Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibuat oleh Badan Permusyarawatan Desa bersama Kepala Desa.
Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang
besarannya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat serta belanja tak terduga.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan
nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah Peangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Tim Pengelola kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim
yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri
dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan
Desa untuk melaksana can | ngadaan barang/jasa.

Sisa Lebih Perhltungapi Ang yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih Iﬁblh% éi'h ‘ungan Anggaran dan pengeluaran
anggaran selama satu :;je:-xod.e iahggaran

Rekening Kas Umum:ﬁa'i fall yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening: tem aﬁényunpanan uang daerah yang
ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan. _

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung
seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat
untuk membantu fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan
Alokasi Dana Desa.

Tim Pembina Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati
untuk membantu melakukan Fasilitasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Surat pertanggungjawaban selanjutnya disebut SPJ adalah bukti
surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi
pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil
realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
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26. Surat perintah pencairan dana selanjutnya disebut SP2D adalah
surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang
ditunjuk setelah surat permintaan membayar diterima.

27. Jaminan Sosial adalah Jaminan Sosial Kesehatan dan Jamiman
Sosial Ketenagakerjaan.

28. Iuran jaminan sosial yang selanjutnya disebut iuran adalah
sejumlah uang yang dibayar secara teratur kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yang
dialokasikan kepada Pemerintah Desa wuntuk menyelenggarakan
Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan
keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.

(2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

c. meningkatkan pembanguns n‘f:'ﬁ'astnﬂ(tur perdesaan;

d. meningkatkan pengamalan: rriﬁl nilai keagamaan, sosial budaya
dalam rangka mewujudkan ' peningkatan kehidupan sosial
kemasyarakatan; =

e. meningkatkan ketenter&man &ﬂ ketertiban masyarakat;

f. meningkatkan pelayanan~pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan €konomi masyarakat; dan

g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
masyarakat.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

(1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan
keuangan Desa.

(2) ADD merupakan pendapatan Desa yang harus dikelola dan
dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai
penerimaan ataupun dana transfer dari Pemerintah Daerah.

(3) ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan
ekonomis.

(4) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
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Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
tata cara perhitungan;

pengalokasian;

penggunaan;

penyaluran;

pelaporan dan pertanggungjawaban;
monitoring dan evaluasi;

pembinaan dan pengawasan; dan

sanksi.

FRemoe a0 o

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Kabupaten
Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

(2) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana
Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus..

(3) Dalam hal terdapat perubahan bmaran penerimaan dana perimbangan
yang diterima Daerah, paguanggaran ADD yang telah ditetapkan
dalam APBD dapat dlubah' sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. i

M&

Besaran ADD untuk setiap Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun

Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang dibagi
secara merata untuk seluruh desa; dan

b. Alokasi formula (AF) sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang
dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis

desa.
Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah Desa.

Pasal 8

(1) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa yang
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

ADD Daerah = Alokasi Dasar ADD + AF
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AF = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)]
Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Desa yang dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Daerah.

= Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
Daerah.
= Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Daerah.

ADD Daerah = pagu Alokasi Dana Desa Daerah.
Alokasi Dasar ADD =besaran alokasi dasar setiap Desa dikalikan
jumlah Desa

BAB III
PENGALOKASIAN
Pasal 9

(1) Jumlah Desa di Kabupaten Barito Selatan yang akan menerima
Alokam Dana Desa: bcq nlah 86 (delapan puluh enam) Desa

(2) ADD untuk Kabupate 1" B

ratus sembilan puluh empa
enam ratus rupiah). <

(3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} sebag_aimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN
Pasal 10

(1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk
membiayai:

penyelenggaraan pemerintahan Desa;

pelaksanaan pembangunan Desa;

pembinaan kemasyarakatan Desa;

pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Penggunaan ADD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat
Desa, lembaga Desa, Operasional BPD, dan Jaminan sosial.

(3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

aoop
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BAB V
PENGAJUAN DAN PENYALURAN
Bagian kesatu
Umum
Pasal 11

Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh DSPMD.
Rekening Pemerintah Desa dibuka di Bank Rakyat Indonesia Cabang
Buntok.

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada
Bupati melalui Camat selaku penanggungjawab Pendamping
Kecamatan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengajuan

Pasal 12

Permohonan pengajuan penyaluran ADD oleh Desa terlebih dahulu
dilakukan proses verifikasi di Tingkat Desa dan Kecamatan.

Proses verifikasi di Tingkat Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
Proses verifikasi di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim
Pendamping Kecamatan. .
Verifikasi sebagaimana
Tim Pembina Kabupate

(SPP) dan Surat Perm h' M

Pejabat Pengelola Keuang ran Daers

Pejabat Pengelola Kcuangan’ Daerah selanjutnya menerbitkan SP2D
untuk menyalurkan. AD'D ke RQkJen1ng Pemerintah Desa yang

bersangkutan. SIECEIND

Pasal 13

Camat wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran dan dokumen pertanggungjawaban ADD yang
disampaikan oleh Kepala Desa per tahapan penyaluran.

Camat melalui Tim Pendamping kecamatan melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran
serta kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban
penggunaan ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa.

Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai tahapan.

Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil
verifikasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD.
Kelengkapan dokumen yang diverifikasi disesuaikan dengan
persyaratan per tahapan penyaluran yaitu tahap I, Il dan IIL
Dokumen persyaratan pengajuan penyaluran dibuat secara terpisah
dengan dokumen pertanggungjawaban.
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Dalam hal setelah hasil verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan
dokumen persyaratan pengajuan penyaluran dinyatakan belum
lengkap, Dokumen tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa untuk
dilengkapi/ dipenuhi.

Pasal 14

Setelah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan pengajuan
penyaluran dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat menyampaikan
rekomendasi beserta dokumen persyaratan pengajuan penyaluran
kepada DSPMD.

DSPMD meneliti Validitas dokumen setelah mendapat rekomendasi
Camat sebagiamana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal setelah diteliti oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan
dinyatakan Valid, Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Bendahara
pengeluaran DSPMD selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD.

Dalam hal setelah diteliti oleh DSPMD dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran dinyatakan tidak valid, maka berkas
permohonan dikembalikan kepada Camat untuk diperbaiki oleh
Kepala Desa. :

Berdasarkan Surat Permin Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) sebagaihmn&‘;-f.dimaksud pada ayat (4), Kepala
BPKAD selaku PPKD Wn SP2D dan Pemindah bukuan
Rekening dari RKUD ke l&b unt@( menyalurkan ADD.

Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BPKAD
memerintahkan Bank %P@eﬁg lam hal ini Bank yang telah
ditetapkan untuk menundah bukukan dana ke RKD.

Pﬂ as ...] 15

Setelah ADD masuk ke RKD, Pemerintah Desa melakukan penarikan
dana sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sudah
ditetapkan, dengan dokumen cek yang dibubuhi tanda tangan oleh 2
(dua) orang yakni Kepala Desa Selaku Pengguna Anggaran dan
Bendahara Desa dihadapan petugas Bank.

Setelah Bendahara Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada
hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan
bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai
rencana yang tertuang dalam RAB.

Terhadap pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya Bendahara
Desa melakukan pencatatan pengeluaran.

Selain pihak yang disebut pada ayat (2) dan ayat (3), dana Desa yang
sudah ditarik tidak boleh disimpan oleh pihak lain dengan alasan
dan tujuan apapun.
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Bagian Ketiga
Tahapan dan Syarat Penyaluran

Pasal 16

Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dimulai pada tahapan
setelah Perdes APBDes selesai di setujui dan sepakati bersama;

b. Tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dimulai pada selesai
Pertanggung Jawaban Belanja Tahap I; dan

c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dimulai pada selesai
Pertanggung Jawaban Belanja Tahap II.

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara bertahap diluar penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,

Perangkat Desa dan BPD.

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan

BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan

berdasarkan Daftar Hadir pada bulan sebelumnya.

Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat

Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

melalui rekening pribadi masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa

dan BPD.

Kepala Desa, Perangkat Dess dan BPD membuka rekening pribadi di

Bank Mandiri Kantor [C an.g} Pembantu Buntok serta wajib

melaporkan dan menyampﬁ"__‘_ "’”_'L . daftar data nama dan nomor

rekening masing-masing kﬂpada ﬁSPMD

Setiap pengajuan penghaiﬁan "fcﬁ dan tunjangan, pemerintah Desa

membuat daftar pengajuén 'ymig memuat nama, jabatan, jumlah

siltap dan tunjangan dan nomor rekening masing-masing .

Dalam hal terjadi perubahan pada komposisi Perangkat Desa,

Pemerintah Desa dan BPﬁ'?hajib"'ﬁiélaporkan dan menyampaikan data

secara benar, lengkap dan berkala kepada DSPMD serta

menyesuaikan dengan daftar pengajuan yang diajukan setiap bulan

dengan memperhatikan nama, jabatan dan nomor rekening perangkat

yang berubah.

DSPMD tidak bertanggung jawab atas kesalahan nomor rekening yang

disampaikan pemerintah Desa.

Pasal 17

Kepala Desa mengajukan permohonan pengajuan penghasilan tetap
dan tunjangan Pemerintah Desa dan BPD kepada Bupati melalui
Camat dengan melampirkan persyaratan :

a. surat permohonan pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan
Pemerintah Desa kepada Bupati melalui camat;

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa
diketahui Camat ( bermaterai Rp.10.000,-);

c. Daftar pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah
Desa yang memuat nama, jabatan, jumlah Siltap dan Tunjangan,
nomor rekening masing-masing dan nomor rekening Desa
diketahui Camat; dan



(2)

(3)

d.
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Daftar hadir / Absensi Pemerintah Desa setiap bulan;

Camat meneruskan permohonan pengajuan penghasilan tetap dan
tunjangan Pemerintah Desa dan BPD kepada Bupati Barito Selatan
Cq. DSMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

surat pengantar dari Camat;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa
diketahui Camat ( bermaterai Rp.10.000,-);

Daftar pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah
Desa yang memuat nama, jabatan, jumlah Siltap dan Tunjangan,
nomor rekening masing-masing dan nomor rekening Desa
diketahui Camat; dan

Daftar hadir / Absensi Pemerintah Desa setiap bulan;

Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1)

huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan

permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan
melampirkan persyaratan:

a.

b.

surat permohonan penyaluran ADD tahap | Tahun Anggaran

2023 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap Il tahun

2022 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna

dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan

pengajuan penyaluran Tahap I Tahun 2023;

lembar pernyataan ¢ enfiENJ kelengkapan dan keabsahan

dokumen pertanggungjawaban Tahap 11l Tahun 2022;

laporan SiLPA ADD Tﬁ un ‘20’22

Surat Keputusan B gntara BPD dengan Kepala Desa

tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa

Tahun Anggaran 2023 (d!lengkapl Berita Acara dan daftar hadir

rapat) ;

Rencana Pembangunﬁn Jangka Menengah (RPJM) Desa;

Kelengkapan Dokumen APBDesa berupa print out dari Aplikasi

Sistem Keuangan Desa yang terdiri dari:

. Peraturan Desa APBDesa;

. Peraturan Kepala Desa Penjabaran APBDesa;

. Penjabaran APBDesa;

. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;

. Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya ADD Tahun
2023; dan

6. RAB;

Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Tahun 2023;

foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran

terakhir;

surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD Tahap

III Tahun 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-);

surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa untuk

mengelola ADD Tahap I Tahun 2023 diketahui Camat (bermaterai

Rp 10.000,-); dan

Berita Acara Posting APBDes Awal yang sudah dilakukan melalui

Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang di tanda tangani oleh

b WK =
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Kepala Desa, Ketua BPD serta diketahui oleh Tim Fasilitasi
Kabupaten.

(4) Camat meneruskan pengajuan penyaluran ADD Tahap I kepada
Bupati melalui DSPMD, dengan kelengkapan dokumen sebagai
berikut:

a. surat pengantar dari Kecamatan;

b. rekomendasi Camat;

c. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap III tahun
2022 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

d. laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pendamping
Kecamatan atas pelaksanaan ADD Tahun 2022;

e. laporan SiLPA ADD Tahun 2022;

f. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran ADD Tahap I Tahun 2023;

g. lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui
Camat);

h. surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap
Tahap III Tahun 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10.000,-);

i. Kelengkapan Dokumen APBDesa berupa print out dari Aplikasi
sistem Keuangan Desa yang terdiri dari:

1. Peraturan Desa S

2. Peraturan kepala abaran APBDesa;

3. Penjabaran APB N

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;

5. Ringkasan APBD%% i ber dana khususnya ADD Tahun
2022; dan 3

6. RAB;

Rencana PenggunaamDanamhapl dilampiri RAB;

k. foto copy Rekening ‘Kas Desa dan print out Rekening Koran
terakhir;

. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa untuk
mengelola ADD Tahap I Tahun 2023 diketahui Camat (bermaterai
Rp 10.000,-); dan

m. Berita Acara Posting APBDes Awal yang sudah dilakukan melalui
Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang di tanda tangani oleh
Kepala Desa, Ketua BPD serta diketahui oleh Tim Fasilitasi
Kabupaten.

(5) DSPMD selanjutnya memeriksa dan melakukan validasi dokumen
permohonan penyaluran ADD dengan  memperhatikan sebagai
berikut :

a. kesesuaian Realisasi Per Tahapan,;

b. kesesuaian Realisasi dan Buku Kas Umum,;

c. pemotongan Pajak yaitu pemotongan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Penghasilan (PPh) 22,
dan Pajak Penghasilan (PPh) 23, dalam hal ini sudah memenuhi
kriteria pemotongan sesuai dengan kegiatan dan pembebanan
biaya yang telah di laksanakan;

d. kesesuaian Bukti Setoran Pajak yang telah di setorkan; dan

s
.



(6)

(7)
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e. output fisik Dana Desa.

Apabila dokumen dinyatakan Valid DSPMD melalui bendahara
pengeluaran DSPMD memproses permohonan tersebut untuk
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) ke BPKAD.

Penerimaan Dokumen permohonan penyaluran ADD Tahap I paling
labat minggu ke dua bulan April tahun 2023.

Pasal 18

Penyaluran ADD Tahap Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan
melampirkan persyaratan:

a. surat permohonan penyaluran ADD tahap II Tahun Anggaran
2023 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap I Tahun
2023 yang diambil dari aplikasi Sistem keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

c. lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran ADD Tahap II Tahun 2023;

d. lembar pemyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertangg_un i ADD Tahap 1 Tahun 2023;

e. Rencana Penggu:ié a (RE

f. foto copy Reken:mg _:_|’=
terakhir; N e - ':

g. surat pernyataanke benaran la
Tahun Anggaran- 2023’ “dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10000 ] dan

h. surat pernyataan ng jawab mutlak untuk mengelola ADD
Tahap II Tahun 2023  dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10.000,-).

Camat meneruskan pengajuan penyaluran ADD Tahap II kepada

Bupati melalui DSMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai

berikut:

a. surat pengantar dari Kecamatan;

b. rekomendasi Camat;

c. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap I Tahun
2023 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

d. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan ADD Tahap II Tahun 2023;

e. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ
ADD tahap I Tahun 2023 dilengkapi copy bukti setor pajak;

f. lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui

Camat);




(3)

(4)

(5)
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g. surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap I
Tahun Anggaran 2023 dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10.000,-);

h. Rencana Penggunaan Dana tahap Il dilampiri RAB;

i. foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran
terakhir; dan

J. surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk mengelola ADD

Tahap II Tahun 2023 dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10.000,-).

DSPMD selanjutnya memeriksa dan melakukan validasi dokumen

permohonan penyaluran ADD dengan memperhatikan sebagai

berikut :

a. kesesuaian realisasi Per Tahapan,;

b. kesesuaian realisasi dan Buku Kas Umum (BKU);

c. pemotongan Pajak yaitu pemotongan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Penghasilan (PPh) 22,
dan Pajak Penghasilan (PPh) 23, dalam hal ini sudah memenubhi
kriteria pemotongan sesuai dengan kegiatan dan pembebanan
biaya yang telah di laksanakan;

d. kesesuaian bukti setoran pajak yang telah di setorkan; dan

e. output Fisik Dana Desa.

Apabila dokumen dinyatakan Valid DSPMD melalui bendahara

pengeluaran DSPMD mCMCS permohonan tersebut untuk

penerbitan Surat Perrmn_" ‘ bayaran (SPP) dan Surat Perintah

Membayar (SPM) ke BPKA%, N

X
e

Penerimaan Dokumen per
lambat minggu ke dua bula

cﬂ*“‘

ohorlﬁil penyaluran ADD Tahap II paling
Aguwus Tahun 2023.

m.._. _h,g. i.:-n--ui-,

. “Pasal 19

Penyaluran ADD Tahap Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf c dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan

permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan
melampirkan persyaratan:

a. surat permohonan penyaluran ADD tahap III Tahun 2023 dari
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II
Tahun 2023 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

c. lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran ADD Tahap III Tahun 2023;

d. lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungjawaban ADD Tahap II Tahun 2023;

e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III dilampiri RAB;

f. foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran
terakhir;

g. surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap
II Tahun Anggaran 2023 dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10.000,-); dan



(2)

(3)

(4)

(5)

j. surat pernyataan t
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h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk mengelola ADD
Tahap III Tahun 2023 dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10.000,-).

Camat meneruskan pengajuan penyaluran ADD Tahap Il kepada

Bupati melalui DSPMD, dengan kelengkapan dokumen sebagai

berikut:

a. surat pengantar dari Kecamatan;

b. rekomendasi Camat;

c. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II
Tahun 2023 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

d. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
penyaluran ADD Tahap III Tahun 2023;

e. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ
ADD Tahap II Tahun 2023 dilengkapi copy bukti setor pajak;

f. lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui
Camat);

g. surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap
II Tahun 2023 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-);

h. Rencana Penggunaan Dana tahap III dilampiri RAB;

i. foto copy Rekening §/Desa dan print out Rekening Koran
terakhir; dan : by

goUr awab mutlak untuk mengelola ADD
Tahap III Tahun 2ﬁ23 d Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10. 00@;—}

DSPMD selanjutnya memeriksa ‘dan melakukan validasi dokumen

dengan memperhatikan sebagar berikut :

a. kesesuaian Reahsa-SI Per Tahapan;

b. kesesuaian Realisasi dan Buku Kas Umum (BKU);

c. pemotongan pajak yaitu pemotongan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Penghasilan (PPh) 22,
dan Pajak Penghasilan (PPh) 23, dalam hal ini sudah memenuhi
kriteria pemotongan sesuai dengan kegiatan dan pembebanan
biaya yang telah di laksanakan;

d. kesesuaian bukti setoran pajak yang telah di setorkan; dan

e. output Fisik Dana Desa.

Apabila dokumen dinyatakan Valid DSPMD melalui bendahara

pengeluaran DSPMD memproses permohonan tersebut untuk

penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah

Membayar (SPM) ke BPKAD.

Penerimaan Dokumen permohonan penyaluran ADD Tahap III

diajukan paling lambat minggu kedua bulan November Tahun 2023.

i
i
"JS

Pasal 20

Format dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, terdiri dari:



(2)

(3)

(1)

(2)
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format Lembar Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dokumen
Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD Oleh Sekretaris Desa;

format Lembar Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan
Dokumen Pertangungjawaban Oleh Sekretaris Desa;

format Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran ADD Dari Kepala
Desa Kepada Bupati Melalui Camat;

format Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan
Pengajuan Penyaluran ADD oleh Kecamatan;

format Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban
Penggunaan ADD oleh Kecamatan;

format Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan
Kegiatan ADD;

format Surat Pengembalian Berkas Permohonan Penyaluran Dan
Persyaratannya,

format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

format Surat Pernyataan Kebenaran Pertanggungjawaban ADD;

format Rekomendasi Camat Penyaluran ADD Per Tahap;

format Laporan realisasi Penggunaan ADD Per Tahap;

format Laporan SiLPA Tahun 2022;

format Rencana Penggunaan Dana (RPD); dan

format dokumen permohonan pengajuan penghasilan tetap kepala
Desa dan perangkat Desa; '

Bagi Desa yang belum me_i:'__ un RPJM Desa karena tidak ada Kepala
Desa, maka dapat menggtﬂlakﬂa-%éﬁ?PJM Desa sebelumnya dan/atau
draf RPJM Desa yang telahdmepakatl dalam musyawarah Desa.
Apabila Kepala Desa berhalan a gehmgga tidak dapat melaksanakan
tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan penyaluran
ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditandatangani
oleh Sekretaris Desa atau Pen]abat Kepala Desa sesual dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka untuk

mengajukan permohonan penyaluran ADD dilakukan oleh Camat.

BAB VI

JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Bagain Kesatu
Peserta

Pasal 22

Kepala desa dan perangkat desa memperoleh manfaat pemeliharaan
Kesehatan dan perlindungan Ketenagakerjaan melalui Jaminan sosial
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas;

a. sekretaris desa;

b. pelaksana kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.
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Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib
didaftarkan sebagai peserta Jaminan sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pendaftaran sebagai peserta Jaminan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 23

Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan

sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan sosial.

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. Mengisi formulir data kepesertaan Jaminan sosial ; dan

b. Menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan
yang telah diisi kepada Perangkat Daerah melalui kepala desa.

Dalam hal pendaftaran Jaminan sosial tanpa melalui Pemerintah

Daerah, pendaftaran peserta bagi pekerja yang bekerja pada

Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala

Desa.

Bagian kedua
Besaran Iuran
Pasal 24

adalah sebasar 5% (hma berst ,n1-__

] i Gaji atau Upah per bulan.
Iuran Jamman Sosial Keﬁatan bagi kepala desa dan perangkat desa

b. 1% (satu persen) c}‘bay _‘_e | peserta.

Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai

dasar perhitungan bé&az:an Iuran:ﬂ'amman Sosial Kesehatan bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan

sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan

tetap dan tunjangan.

[uran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayar dengan ketentuan :

a. 0,24 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dengan tingkat resiko rendah.

b. 0,3 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Kematian
(JKM).

¢. 3 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Pensiun
(JP).

d. 5,7 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Hari Tua
(JHT)

Penganggaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBdes yang bersumber

dari ADD.
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Bagian ketiga
Iuran oleh Pemberi Kerja
Pasal 25

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan
luran Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 4% (empat persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dari alokasi
anggaran luran Jamian Sosial Kesechatan pada Perangkat Daerah
setiap bulan.

Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah.

Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan
pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sesuai data kepesertaan
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran
[uran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian keempat
Iuran oleh Peserta
¥ Bkl
.26

an/ pemotongan Iuran Jaminan Sosial
! pe: sen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf b, dari-G -_::yﬂ;- tau Upah per bulan.
Gaji atau Upah yang .m can sebagai dasar pemotongan Iuran
Jaminan Sosial Kesehatan. sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan penghasﬂan tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa sesuai dengan ketettman pgmturan perundang-undangan.
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan
dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang
bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.
Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak
masing-masing desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Sosial
Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa.

PPKD selaku BUD melakiik
Kesehatan sebesar 1% (

Pasal 27

PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran Jaminan Sosial
Kesehatan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan
bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak msing-masing
Desa.

Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh
Desa secara kolektif melalui rekening BPJS ketenagakerjaan.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 28

Bentuk pelaporan kegiatan APBDes yang dibiayai dari ADD adalah:

a. laporan Realisasi ADD per tahapan meliputi: Tahap I, Tahap II dan
Tahap 1lI; dan

b. laporan Akhir yang dibuat pada akhir tahun anggaran yang
memuat realisasi fisik dan keuangan.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD per

tahapan kepada Camat, DSPMD dan BPKAD.

Kepala Desa menyampaikan laporan akhir laporan konsolidasi

realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui

DSMPD paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran

berikutnya.

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda

penyaluran ADD sampeu dﬂnm disampaikannya laporan realisasi

dimaksud.

PmJZQ

Kepala Desa bertanggung Jawab atas penggunaan ADD, meliputi:

a. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;

b. pertanggungjawaban dibuat setiap tahapan penyaluran ADD
Tahun Anggaran 2023, meliputi tahap 1 (30%), tahap II (40%),
tahap III (30%);

c. Pertanggungjawaban ADD dibuat dalam bentuk dokumen SPJ
yang dibuat terpisah dari dokumen permohonan penyaluran ADD;

d. SPJ meliputi Buku Kas Umum, kuitansi, bukti-bukti pendukung
transaksi yang lengkap dan sah;

e. Buku Kas Umum mencatat semua transaksi yang diberi nomor
urut transaksi yang jelas;

f. setiap transaksi yang tercatat dalam Buku Kas Umum dilampiri
dengan bukti kuitansi yang diberi nomor urut sesuai nomor urut
transaksi dalam Buku Kas Umum; dan

g. setiap kuitansi pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti
pendukung.

SPJ merupakan dokumen yang sudah diverifikasi di Desa

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1).



(3)

(4)

(1)

(2)

(3

(4)

)
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Desa wajib menyimpan dokumen SPJ ADD yang asli menurut tahapan
penyaluran setiap tahun dan wajib mengarsipkannya selama 5 (lima)
tahun.

Camat wajib untuk menyimpan copy dokumen SPJ ADD menurut
tahapan penyaluran setiap tahun dan wajib mengarsipkannya selama
5 (lima) tahun.

Pasal 30

Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban dan Pelaporan
tentang ADD setiap akhir kegiatan sebagai persyaratan untuk
pencairan tahap berikutnya.

Setiap Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa
jabatannya wajib membuat Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan
tentang ADD dan disampaikan kepada Kepala Desa yang baru
dilantik.

Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya
yang tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan
Pelaporan tentang ADD bertanggung jawab terhadap pembuatan/
penyampaian laporan tersebut. Kepala Desa yang baru agar segera
menyampaikan Laporan kepada Bupati bahwa Surat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang ADD sebelumnya tidak
dibuat/disampaikan. >,
Kepala Desa/ Pejabat Kej a Baaa yang berakhir masa jabatannya
yang tidak membuat/ me:ﬁa&np@n Surat Pertanggungjawaban dan
Pelaporan tentang ADD Iﬁda ‘Saﬁ{ menjabat dilakukan Pemeriksaan
khusus oleh Inspektorat Ilaerah.

Dalam hal hasil pemeﬂksaan *Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).-. Kepala Desa sebelumnya belum
mempertangguna\vabkan keuangan desa dalam periode masa
jabatannya, maka Kepala Desa yang ‘baru dilantik dapat menyusun
APBDes dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

(1)

(2)

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi secara berjenjang oleh Kepala Desa, Camat
dan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan
ketepatan antara yang direncanakan dengan hasil (output) kegiatan di
lapangan.



(3)

(4)

(1)
(2)
)

(4)

(5)

(1)

)

3)
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Kegiatan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan
pengelolaan kegiatan mulai dari proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemanfaatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri dari :

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penyusunan kertas kerja;
d. penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut;
e. penyampaian hasil dan rekomendasi monitoring dan evaluasi;
dan

f. pemantauan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

Pemerintah Daerah dan Kecamatan melakukan pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya.

Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pembina Tingkat

Kabupaten dan Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Pengawasan dilakukan oleh APIP / Inspektorat Daerah, Camat, Badan

Permusyawaratan Desa dan Ma,§yarakat Desa.

Dalam hal hasil pengawasan A IP/ Inspektorat Daerah sebagaimana
< 1temukan penylmpangan atau

RKD. 2
Hasil setoran sebagmman& d pada ayat (4) dapat dianggarkan
kembali melalui APB Dé¢sa Perubahan tahun berjalan atau dijadikan
sebagai SiLPA Tahun Anggaran bmkumya

Pnu.l34

Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri atas unsur:

a. Sekretariat Daerah;
b. Inspektorat Daerah;
c. BPKAD;

d. DSPMD; dan

€.

Perangkat Daerah terkait lainnya.

Tim Pembina Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan
informasi tentang ADD;

b. membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk
memberikan pelatihan /orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat
Desa;

c. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa;

d. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Desa bersama Tim

Pendamping Tingkat Kecamatan,;



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(4)
()
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e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada
Inspektorat Daerah; dan

f. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD
kepada Bupati.

Pasal 35

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. Camat sebagai Penanggung Jawab;

b. Sekretaris Camat;

c. Kepala Seksi/Kepala Urusan ; dan

d. Pelaksana teknis lainnya.

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. membantu Camat melaksanakan evaluasi Rancangan APBDes
dalam hal kewenangan evaluasi APBDes dilimpahkan kepada
Camat;

b. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Tingkat
Desa;

c. melakukan veﬁﬁkaSi terhad
Dokumen Pertangé_‘u :
oleh Kepala Desa';_.-fl_l'-

d. melakukan monitoring
dan

e. memberikan laporan kepada B
Kabupaten, berupa laporm rekapltula31 seluruh laporan tingkat
Desa di \mlayahnya.;

ap permohonan penyaluran ADD dan
n Penggunaan ADD yang diajukan

ua31 terhadap penggunaan ADD;

i ;_.o__ A
i

Fe g g x
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa ADD Tahun
2022 di RKD dengan Bupati melalui DSPMD paling lambat minggu
keempat bulan Januari 2023.

Dalam hal setelah hasil rekonsiliasi terdapat Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) ADD, maka Kepala Desa wajib menyetorkan dana
tersebut ke Rekening Kas Desa.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk ADD
Tahun 2022 maupun ADD Tahun 2021 yang disalurkan di Tahun
2022.

Penyetoran SiLPA ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat
sebelum pengajuan ADD Tahap I Tahun 2023.

Apabila Kepala Desa tidak menyetorkan SiLPA ADD, maka penyaluran
ADD Tahap I Tahun 2023 akan dipotong sebesar nilai SiLPA yang
seharusnya disetor.
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BAB X1
SANKSI

Pasal 37

(1)  Bupati melalui Camat menunda memberikan rekomendasi penyaluran
ADD dalam hal sebagai berikut:

a. dokumen persyaratan pengajuan tidak diterima sesuai dengan
batas waktu yang ditentukan;

b. setelah melalui tahapan verifikasi dokumen persyaratan
dinyatakan belum memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah / Aparat Penegak
Hukum (APH) yang melaksanakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal penyaluran ADD melewati batas waktu pengajuan Surat
Perintah Membayar (SPM) maka Alokasi Dana Desa tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa anggaran di rekening Kas Umum Daerah
dan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Peraturan Bupati ini mulai berlakn pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mmxetintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan. ¥

Ditetapkan di Buntok
pada t 14 meret 2023

Diundangkan di Buntok

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 7
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LAMPIRAN III

BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

A. FORMAT LEMBAR PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD OLEH SEKRETARIS DESA

LEMBAR PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN
PENYALURAN ADD
TAHAFE ..ccoons TAHUN 2023

BERKAS —

NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN " aoa | TDAK | ANGAN |

ADA

PERSYARATAN TAHAP I

1. | Konsep surat permohonan penyaluran ADD tahap I |
Tahun 2023 dari Kepala Desa kepada Bupati |
' melalui Camat o ’

2. | Laporan realisasi keuangan dan 'k_eluaran (output)
ADD Tahun 2022 dilampiri dengan TUKD (Tata
Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan

Laporan SiLPA ADD Tahun 2022

4. | Surat Keputusan BPD bersama Kepala Desa
tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa
tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 (dilengkapi
Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat)

5. | Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa
berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa mengacu pada Peraturan Bupati
nomor 41 Tahun 2019

6. | RPJM Desa

7. | Kelengkapan Dokumen APBDes berupa print out

dari Aplikasi Siskeudes yang terdiri dari:

a. Perdes APBDes;

b. Perkades Penjabaran APBDes;

c. Penjabaran APBDes;

d.RKP Des;

e. Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya
ADD Tahun 2023;

f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

8. | Rencana Penggunaan Dana (RPD)




NO.

URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

BERKAS

| TIDAK

ADA ADA

KETER
ANGAN

Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhir

10.

Konsep Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap sebelumnya (bermaterai Rp
10.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat

1.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk
mengelola ADD Tahap I Tahun 2023 (bermaterai
Rp10.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAN TAHAP II

Konsep surat permohonan penyaluran ADD tahap
II Tahun Anggaran 2023 dari Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat

Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD tahap I Tahun Anggaran 2023 dilampiri
dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta
foto warna dokumentasi progres realisasi fisik
kegiatan

Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhir ;

Konsep surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap 1 Tahun Anggaran 2023
(bermaterai Rp 10.000,-) dari Kepala Desa diketahui
Camat

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk
mengelola ADD Tahap II Tahun 2023 (bermaterai
Rp 10.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAN TAHAP III

Konsep surat permohonan penyaluran ADD tahap
III Tahun 2023 dari Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat

Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD tahap Il Tahun 2023 dilampiri dengan TUKD
(Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan

Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Foto copy Rekening Kas Desa dan pfint_ out
Rekening Koran terakhir

Kosep surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap II Tahun Anggaran 2023
(bermaterai Rp 10.000,-) dari Kepala Desa diketahui
Camat.

Konsep Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak




NO.

URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

ADA

BERKAS

TIDAK
ADA

KETER
ANGAN

untuk mengelola ADD Tahap III Tahun 2023
(bermaterai Rp 10.000,-) dari Kepala Desa diketahui
Camat.

*) beri tanda centang () pada pilihan yang sesuai.

Telah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan

pengajuan penyaluran ADD

Telah di verifikasi oleh,
Sekretaris Desa

Disetujui oleh,
Kepala Desa

........................




B. FORMAT LEMBAR PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN PERTANGUNGJAWABAN OLEH SEKRETARIS DESA

LEMBAR PERNYATAAN
VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD
TAHAP.... TAHUN .........

HASIL VERIFIKASI

BERKAS KEABSAHAN/VALI
NO. URAIAN DITAS
TIDAK TIDAK
LENGKAP LENGKAP SESUAI SESUAI
1. | Buku Kas Umum v \

2. | Bukti pengeluaran (kuitansi
dilengkapi dokumen
pendukung seperti:nota, \ \
faktur, tanda terima, surat
pesanan barang,dll)

Bukti pembayaran pajak v v

Laporan Rekening Koran V \

Telah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pertanggungjawaban (SPJ) ADD.

Telah di verifikasi oleh, 4 = Kaur Keuangan
Sekretaris Desa )

Disetujui oleh,
Kepala Desa



C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA
DESA KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KECAMATAN ..coooovvinricnnannes
DESAC lllllllllllll AL AR R RN
FN P20 o T |
Desa...... 4 S
Nomor
Lampiran :
Perihal : Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... Tahun Anggaran 2023
Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Camat
di -
Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan

Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2023, dengan ini
disampaikan permohanan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun
2023 Tahap ......(- . Kabupaten
Barito Selatan sebesar Rp;_ untuk
membiayai kegiatan g ttmantum dalam APBDes Tahun 2023
sebagai berikut: - :

1. Kegiatan..... ez 86D
2. Kegiatan.......... i schessRD. .......... (ceereeeerereeeennn. )
3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan
permohonan penyaluran ADD Tahap........ Tahun 2023 sebagai
berikut:

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan
dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.........

(nama)



D. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN
PENYALURAN ADD

TAHAP o0 TAHUN 2023
Pada hari ini .....cccceevvvnnnen. tanggal ......cccoeeeieennns bulan ..........oc........ Tahun ........ ;
bertempat di Kecamatan............. , telah dilaksanakan verifikasi terhadap
kelengkapan dokumen administrasi pengajuan penyaluran ADD Tahap.....Tahun
2023 Desa............. Kecamatan.......... Kabupaten Barito Selatan, dengan hasil
sebagai berikut:
BERKAS | keTER

NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN TIDAK

ADA e ANGAN

PERSYARATAN TAHAPI ]
1. | Surat permohonan penyaluran ADD tahap I Tahun
2023 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat _ _

2. | Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD Tahun 2022 dilampiri dengan TUKD (Tata
Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan
Laporan SiLPA ADD Tahun 2022

Surat Keputusan BPD bersama Kepala Desa
tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa
tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 (dilengkapi
Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat)

5. | Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa
berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal |
Berskala Desa mengacu pada Peraturan Bupati
nomor 41 Tahun 2019

6. RPJM Desa

7. | Kelengkapan Dokumen APBDes yang isinya terdiri

dari:

a. Print out Perdes APBDes;

b. Print out Perkades Penjabaran APBDes;

c. Print out penjabaran APBDes;

d. Print out RKP Des;

e. Print Out Ringkasan APBDes per sumber dana
khususnya ADD Tahun 2023;

. f. print out RAB dari Aplikasi Siskeudes;

' Rencana Penggunaan Dana (RPD)

' Foto copy Rekening Kas Desa dan print out

Rekening Koran terakhir

10.| Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ

pengunaan ADD tahap sebelumnya (bermaterai Rp

10.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat

11.| Surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk

mengelola ADD Tahap I Tahun 2023 (bermaterai

Rp 10.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAN TAHAP II

| 1. | Surat permohonan penyaluran ADD tahap II

o

©|o|




BERKAS o
NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN — TORR | e
ADA ADA ANGAN

Tahun Anggaran 2023 dari Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat

2. | Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD tahap I Tahun Anggaran 2023 dilampiri
dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta
foto warna dokumentasi progres realisasi fisik
kegiatan

3. | Rencana Penggunaan Dana (RPD)

4. | Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhir

5. | Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap 1 Tahun Anggaran 2023
(bermaterai Rpl10.000,-) dari Kepala Desa
diketahui Camat

6. | Surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk
mengelola ADD Tahap II Tahun 2023 (bermaterai
Rp10.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAN TAHAP III

1. | Surat permohonan penyaluran ADD tahap III
Tahun 2023 dari Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat :

2. | Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD tahap II Tahun 2023 dilampiri dengan TUKD
(Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan

3. | Rencana Penggunaan Dana (RPD)

4. | Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhir

5. | Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap II Tahun Anggaran 2023
(bermaterai Rp 10.000,-) dari Kepala Desa
diketahui Camat.

6. | Surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk
mengelola ADD Tahap III Tahun 2023 (bermaterai
Rp10.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya,
Tim Pendamping merekomendasikan sebagai berikut:
A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan
permohonan penyaluran®
B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa*
Catatan

*) Coret yang tidak sesuai



Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Tim Verifikasi Kecamatan

Dibuat di
Pada tanggal

No. Nama Jabatan dalam Tim | Tanda Tangan
R Kot T =~ | cosscmnmsminimssisyes
52 A RO SRR Anggota Tim | s
T T I, ANgEDta TIn @ | casaaupiessesii
Bhe s AR S MO S SO Anggota Tim | .

Gt ..o

Selaku Penanggungjawab Tim

NIP.

Nama




E.

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

BERITA ACARA
VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD
TAHAP. ... TAHUN .vwiiis

Pada hari ini ........... tanggal................. bulan............... Tahun ....... , telah
dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pertanggungjawaban penggunaan ADD
Tahap........ Tahun.......... Desa.... o Kecamatan.......... Kabupaten Barito Selatan,

dengan hasil sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI
BERKAS KEABSAHAN /VALI
NO. URAIAN DITAS
LENGK | TIDAK TIDAK
AP | LENGKAPp | SESUAL | SESUAI
1. | Buku Kas Umum N \

2. | Bukti pengeluaran (kuitansi
dilengkapi dokumen
pendukung seperti:nota, A v
faktur, tanda terima, surat '
pesanan barang,dll)

Bukti pembayaran pajak Lo v

/ /

4. | Laporan Rekening Koran | v

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap....Tahun......... , Tim
Pendamping merekomendasikan sebagai berikut:

A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan
permohonan penyaluran®
B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa*

Catatan

*) Coret yang tidak sesuai

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses sclanjutnya



Dibuat di
Pada tanggal

Tim Verifikasi Kecamatan

Nama Jabatan dalam | 1anda Tangan
No. Tim
E: |ssmmmsasasseamessas s Behisa Tl | comnsawasuswss
3 - ¥ %o 70t - 15 U (R ———
B | ssvmvssseereie e S s s R ABPRGEE TIHR | sicsnsvssinnmsasusans
d: | ssssnsarmnaensineiisiass v ANEROtA TN | wiissusuummrcemsinsis
(8 51 ¢ SO

Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.



F. FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN KEGIATAN ADD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN

Kepada
Nomor e S R S AR Yth. Kepala Desa............
Lampiran : 1 (satu) berkas di-
Perihal . Laporan hasil monitoring dan TEMPAT
evaluasi ADD  Tahap.....
Tahun...... Desa...........
Berdasarkan surat tugas Camat.............. 19051 10 (s AR, tanggal......
untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ADD Tahap....... Tahun...... , telah dilaksanakan kegiatan monitoring
dan evaluasi dengan catatan sebagai berikut:
- (P —
D navsraseseamnsesing
3. Dst

Kepala Desa dan TPK Desa untuk melakukan langkah - langkah
perbaikan sebagai berikut: T

3. dst. -
Agar desa dapat menindaklanjuti dalam waktu 1(satu) minggu
setelah diterimanya laporan hasil monitoring dan evaluasi ini.
Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

Tim monitoring dan evaluasi kecamatan
No. Nama Jabatan Dalam Tim Tanda Tangan
I T KetoiaTim = | sssssessasanasiies
D | sssssussussussnssisosssssnnsssssnsssiinsniiy Angpotg Titn. = | sieasssesmansaposasena
I T Anggota Tim | .ccoiieiiiniinennnn..
L N T PPPPPT Anggota Tim | ....coeiiiiinan...
By | sosnerprssnrsaans e AnpoolaTimd = ] cccssssenn

Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.




I

1l

I11.

IV.

CONTOH KERTAS KERJA HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan yang dimonitoring.

o Hasil
Rencana Realisasi Monitoring
No. Uraian Kegiatan (volume (Volume (sesuai/tdk
kegiatan) kegiatan) sesuai)

*) bisa dibuat dalam bentuk narasi /uraian penjelasan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan (bisa dibuat dalam
bentuk tabel)

Saran/Rekomendasi penyelesaian permasalahan oleh Tim kepada Kepala Desa
dan TPK W

dan TPK

Catatan : Contoh ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan
karakteristik permalalahan yang dihadapi.



G. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PENYALURAN
DAN PERSYARATANNYA

Nomor
Lampiran

Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN ..cccoviiiiinincniie

Kepada

R Yth. Kepala Desa............

1 (satu) berkas di-
: Pengembalian Permohonan TEMPAT
Penyaluran ADD Tahap .....
Tahun....
Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor.....Tahun....... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2023 dan Berita Acara
Tim Pendamping Kecamatan terhadap Permohonan penyaluran ADD
Tahun Anggaran 2023 tanggal.......... dengan ini disampaikan bahwa
berdasarkan hasil pemenksaan permohonan penyaluran ADD

nya belum lengkap dengan rincian

4. Dst

Untuk itu diminta kepada Saudara untuk melengkapi
kekurangan permohonan penyaluran beserta persyaratannya dan
disampaikan kembali kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari sejak
diterimanya surat ini.

Demikian hal ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut.



H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN .civvessonossonsioiie

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR : / / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Jabatan 5 REPElE DeBHL.coninnnsnammainsisisis

Alamat :Jalan........... Desa.......... Kecamatan........... Kabupaten Barito

Selatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya saya selaku Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Desa............. bertanggungjawab penuh atas penggunaan
dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap.....Tahun
Anggaran......... sebesar Rp.....00... (-~ ST ) yang digunakan untuk

penyelenggaraan Bidang Pemenntahan, Bidang Pembangunan, Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan, Bids&lg .'Pcrﬁberdayaan Masyarakat dan Bidang
Penanggulanan Bencana, Keadaan“_f)amr‘at dan Mendesak yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Beiénja Desa ... Tahun Anggaran 2023, serta
akan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.................... , tanggal/bulan/tahun
Mengetahui, KEPALA DESA...........
CAMAT i cenvssssymven Materal
Rp. 10.000,-
(Nama) (Nama)
Pangkat/Gol

NIP.



[. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KECAMATAN.....ccccocunnnnne
DESA AR AR R LR R
JAIBI vuavais NOmOL oo TEID .ocevoereness

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama T sheniaspesasusiasseinaaes
Jabatan : Kepala Desa ...... Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan

Alamat Y e

Dengan ini menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap ...... Tahun' .50 1R S Kecamatan ..........
beserta bukti-bukti pendukung yang disampaikan telah dilaksanakan 100%
(seratus persen) dan sesuai dengan fakta dilapangan. Bukti-bukti pendukung
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tﬁl"dlrl dari: (kwitansi, Surat Pesanan
Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Neta Pembelian dll) akan saya simpan
dengan baik dan menjadi tanggung]awabsaya secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh

kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................... , tanggal/bulan/tahun
Mengetahui, KEPALA DESA...........
CAMAT ..o Materai
Rp. 10.000,-
(Nama) (Nama)
Pangkat/Gol

NIP.



J. FORMAT REKOMENDASI CAMAT PENYALURAN ADD PERTAHAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN iiiiesmmnmssisviivsiiisssssevanios

TENTANG
PENYALURAN ADD TAHAP ...... TAHUN 2023 UNTUK. DESA. ..ccoumssonspsvssenssens
KECAMATAN ....ccooviinemmnrnnnanns

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor .... Tahun ...... tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2023, pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan bahwa ADD
Tahed oo Tahun Anggaran 2023 untuk Desa .............. Kecamatan
............. sebesar Rp. .............(.........ceeeeeeeon..) dapat disalurkan melalui Rekening

Kas Desa dengan rincian sebagai berikut :

No. Sumber Dana Jmnlaé]a;‘;"lanja Keterangan

JUMLAH R

Demikian untuk menjadi bahan proses sglgnjumya dan terima kasih.
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M. FORMAT LAPORAN SILPA ADD TAHUN 2022.

LAPORAN SILPA ADD TAHUN 2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan
...................... Kabupaten Barito Selatan menyatakan bahwa bertanggung
jawab penuh atas kebenaran Laporan Sisa Alokasi Dana Desa Tahun 2022

sebagai berikut:

) Penyaluran dari Sisa ADD yang
‘ Tahun RKUD Penyerapan ADD |~ j;cet0r ke RKUD
l
i (1) (2) (3) (4) = (2-3)
"ADD TA.2022 - o

L - - RD .covsvessansons 2 o R
"ADD TAHUN
| 2021 BELUM RD.overeeennn, |53 TOURUURRRS RP.oveeeenn.
‘ SALUR

Bukti-bukti pendukung pencatatan Alokasi Dana Desa telah disimpan sesuai
ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi

SISKEUDES. Sisa Dana ADD sebesar Rp................ disetorkan ke Rekening Kas

Desa paling lambat tanggal 31 Januari 2023.

Demikian laporan ini dibuat dengai:l:'_:sf:hqﬁérnya.

........... yereeen.oo(tempat & tanggal)

Kepala Desa,



N. FORMAT PENGAJUAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN
TUNJANGAN BPD

N.1. Surat Pengantar Pengajuan Permohonan Siltap Pemerintah Desa dan
Tunjangan BPD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. DSPMD
Kabupaten Barito Selatan
di -
Buntok
SURAT PENGANTAR
NOMOT fA3. .« (R e ol e asi e
NO URAIAN BAHYAKNYA KETERANGAN
1. | Disampaikan Berkas 1 Dokumen | Disampaikan dengan hormat
Permohonan Pengajuan sebagai permohonan.
Penghasilan Tetap, dan —ls Atas perhatiannya
Tunjangan BPD Desa disampaikan terima kasih.
............... Wb mas




N.2. Permohonan Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, BPD dan
BPJS.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada
L Yth. Bupati Barito Selatan
1 (satu) berkas Cq. Camat
: Permohonan Pengajuan di
Penghasilan Tetap Pemerintah
Desa, Tunjangan BPD dan
BPJS TEMPAT

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Surat Pengajuan
Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan BPJS
Whssusseusasas Desa ...sii....... Kecamatan ............ Tahun

Denagn Rincian :

1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat ~ : Rp. ...................
2. Tunjangan BPD P RP: e,
3. BPJS ¢ BB sannaanaas

Demukian disampaikan untuk bahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA DESA...........

(Nama)



N.3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN ............

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama ST
Jabatan : Kepala Desa ...... Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan

Alamat Ty e Ty ——

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar pengajuan penghasilan tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan BPJS telah dihitung dan diteliti
dengan benar berdasarkan dengan penilaian yang objektif atas pelaksanaan
tugas Pemerintah Desa serta telah sesuai atas nama, jabatan dan nomor
rekening masing-masing yang bersangkutan.

2. Total permintaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Tunjangan BPD dan BPJS Ub. Tahun ............

Dengan rekakapitulasi sebagai berikut :
a. Jumlah SILTAP Kades, Perangkat dan Tunjangan BPD : Rp. ......c.cc..cc....

b. Potongan BPJS Kades dan Perangkat Desa A o TP
JUMLAH ; _ :RP. ceceeenne covseccese
(FTBIARG 3 . coiooniionviawininsivsinsiorrd MOEGRAGTNS S s )

3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/Kelebihan atas pembayaran
Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, kami
bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa dan apabila
terjadi kesalahan transfer akibat kesalahan nomor rekening berdasarkan daftar
pengajuan yang kami buat hal tersebut merupakan tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh

kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIbBEL AT s
Pada Tanggal
Mengetahui,
CAMAT v KEPALA DESA...........
Materai
(Nama) Rp. 10.000,-
Pangkat/Gol (Nama)

NIP.
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